KAB. DEMAK
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAM T,IA\AKRHG|ET REALISASI Plé,:gzﬁQN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
NO KODE YRGS PIROERAY S KEGIATAN / SUB PERIODE Al TARGET RENJA H(SHOLIIOLS DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.527.090.200,00 6.367.373.200,00 6.251.916.371,00 -275.173.829,00 7.125.832.814,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN 6.527.090.200,00 6.367.373.200,00 6.251.916.371,00 -275.173.829,00 7.125.832.814,00
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN 6.527.090.200,00 6.367.373.200,00 6.251.916.371,00 -275.173.829,00 7.125.832.814,00
BIDANG PENANAMAN
MODAL
1. 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase pelayanan 100 % 100 % 5.593.470.092,00 6.017.636.092,00 5.986.072.317,00 27.362.722,00 5.620.832.814,00
URUSAN PEMERINTAHAN | sesuai standar pelayanan
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2.18.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen 8 Dokumen | 8 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 67.447.000,00 7.447.000,00 Memperkuat 2. Peningkatan tata Masyarakat 120.000.000,00 | DINAS
Penganggaran, dan Evaluasi | perencanaan, penganggaran reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Kinerja Perangkat Daerah dan laporan kinerja hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
perangkat daerah serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 13.927.000,00 3.927.000,00 | Kabh. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 30.000.000,00 | DINAS
Perencanaan Perangkat Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Daerah hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 20.000.000,00 | DINAS
RKA-SKPD dan Laporan Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Hasil Koordinasi Penyusunan hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
Dokumen RKA-SKPD serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen | 2 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 20.000.000,00 | DINAS
dan Laporan Hasil Koordinasi Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Penyusunan Dokumen hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
DPA-SKPD serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian 3 Laporan 3 Laporan 35.000.000,00 35.000.000,00 38.520.000,00 3.520.000,00 | Kabh. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 50.000.000,00 | DINAS
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Kinerja SKPD dan Laporan hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
Hasil Koordinasi Penyusunan serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
Laporan Capaian Kinerja dan pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
Ikhtisar Realisasi Kinerja pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
SKPD korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah laporan keuangan 1 Dokumen | 1 Dokumen 4.408.207.200,00 4.853.973.200,00 4.895.679.425,00 487.472.225,00 Memperkuat 2. Peningkatan tata ASN, Non ASN 4.056.732.814,00 | DINAS
Perangkat Daerah reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang 28 Orang/b | 45 Orang/b 4.149.708.000,00 4.573.874.000,00 4.641.980.225,00 492.272.225,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 3.778.332.814,00 | DINAS
Menerima Gaji dan ulan ulan Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Tunjangan ASN hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil 10 9 Dokumen 258.499.200,00 280.099.200,00 253.699.200,00 -4.800.000,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 278.400.000,00 | DINAS
Penyediaan Administrasi Dokumen Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Pelaksanaan Tugas ASN hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Jumlah laporan BMD PD 2 Laporan 2 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Memperkuat 2. Peningkatan tata BMD 4.000.000,00 | DINAS
Daerah pada Perangkat yang sudah direkonsiliasi reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Daerah hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan 2 Laporan 2 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 4.000.000,00 | DINAS
Penatausahaan Barang Milik Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Daerah pada SKPD hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN

pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

2. Peningkatan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
berbasis smart city

TERPADU SATU
PINTU
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR SAN § PIRGEIRAN KEGIATAN / SUB PERIODE Gl TARGET RENJA NEROIEOLS D
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Administrasi kepegawaian 100 % 100 % 221.804.000,00 221.804.000,00 206.540.000,00 -15.264.000,00 Memperkuat 2. Peningkatan tata ASN, Non ASN 344.000.000,00 | DINAS
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
terpenuhi hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 1 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 57.500.000,00 17.500.000,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 44.000.000,00 | DINAS
beserta Atribut Kelengkapan Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai 40 Orang 45 Orang 181.804.000,00 181.804.000,00 149.040.000,00 -32.764.000,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 300.000.000,00 | DINAS
Berdasarkan Tugas dan Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Fungsi yang Mengikuti hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
Pendidikan dan Pelatihan serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.06 Administrasi Umum Administrasi Umum 100 % 100 % 292.227.400,00 292.227.400,00 281.002.200,00 -11.225.200,00 Memperkuat 2. Peningkatan tata BMD,ASN,Non ASN, 595.100.000,00 | DINAS
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang reformasi politik, kelola pemerintahan | Masyarakat PENANAMAN
terpenuhi hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket 4.224.500,00 4.224.500,00 10.191.300,00 5.966.800,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 7.500.000,00 | DINAS
Instalasi Listrik/Penerangan Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Bangunan Kantor yang hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
Disediakan serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 50.148.000,00 5.148.000,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 98.000.000,00 | DINAS
Perlengkapan Kantor yang Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Disediakan hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 55.000.000,00 | DINAS
Rumah Tangga yang Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Disediakan hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang 1 Paket 1 Paket 41.250.000,00 41.250.000,00 51.250.000,00 10.000.000,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 100.000.000,00 | DINAS
Cetakan dan Penggandaan Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
yang Disediakan hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan 30 30 3.752.900,00 3.752.900,00 3.752.900,00 0,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 5.000.000,00 | DINAS
Bacaan dan Peraturan Dokumen Dokumen Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Perundang-Undangan yang hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
Disediakan serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 6.000.000,00 | DINAS
Kunjungan Tamu Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 150 150 150.000.000,00 150.000.000,00 117.660.000,00 -32.340.000,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 300.000.000,00 | DINAS
Penyelenggaraan Rapat Laporan Laporan Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Koordinasi dan Konsultasi hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
SKPD serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN

pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

2. Peningkatan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
berbasis smart city

TERPADU SATU
PINTU

2.18.01.2.06.0010

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR SAN § PIRGEIRAN KEGIATAN / SUB PERIODE Gl TARGET RENJA NEROIEOLS D
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Dokumen 4250 4250 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 23.600.000,00 [ DINAS
Penatausahaan Arsip Dokumen Dokumen Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Dinamis pada SKPD hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang | Jasa penunjang urusan yang 100 % 100 % 223.300.000,00 201.700.000,00 147.472.200,00 -75.827.800,00 Memperkuat 2. Peningkatan tata SARANA KANTOR 135.500.000,00 | DINAS
Urusan Pemerintahan tersedia reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Daerah hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan | 12 Laporan 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 5.500.000,00 | DINAS
Jasa Surat Menyurat Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan | 12 Laporan 220.000.000,00 198.400.000,00 144.172.200,00 -75.827.800,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 130.000.000,00 | DINAS
Jasa Komunikasi, Sumber Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Daya Air dan Listrik yang hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
Disediakan serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah 76 unit 76 unit 384.431.492,00 384.431.492,00 384.431.492,00 0,00 Memperkuat 2. Peningkatan tata BMD 365.500.000,00 | DINAS
Daerah Penunjang Urusan yang terpelihara reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Pemerintahan Daerah hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan 1 Unit 1 Unit 68.481.000,00 68.481.000,00 69.078.000,00 597.000,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 70.000.000,00 | DINAS
Perorangan Dinas atau Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Kendaraan Dinas Jabatan hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
yang Dipelihara dan serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
dibayarkan Pajaknya pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 20 Unit 20 Unit 79.363.000,00 79.363.000,00 75.766.000,00 -3.597.000,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 85.000.000,00 | DINAS
Operasional atau Lapangan Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
yang Dipelihara dan hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
dibayarkan Pajak dan serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
Perizinannya pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel
Jumlah Mebel yang 2 Unit 2 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 5.500.000,00 | DINAS
Dipelihara Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin 50 Unit 50 Unit 33.900.000,00 33.900.000,00 33.900.000,00 0,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 70.000.000,00 | DINAS
Lainnya yang Dipelihara Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 1 Unit 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 70.000.000,00 | DINAS
Bangunan Lainnya yang Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Dipelihara/Direhabilitasi hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan 5 Unit 5 Unit 31.219.000,00 31.219.000,00 34.219.000,00 3.000.000,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 40.000.000,00 | DINAS
Prasarana Gedung Kantor Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
atau Bangunan Lainnya yang hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
Dipelihara/Direhabilitasi serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN
pencegahan dan 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
pemberantasan kelola pemerintahan PINTU
korupsi, narkoba, dan pelayanan publik
judi, dan berbasis smart city
penyeludupan.
2.18.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan 1 Unit 1 Unit 42.468.492,00 42.468.492,00 42.468.492,00 0,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan tata 25.000.000,00 | DINAS
Prasarana Pendukung Demak, Bintoro UMUM (DAU) reformasi politik, kelola pemerintahan PENANAMAN
Gedung Kantor atau hukum dan birokrasi, | dan pelayanan publik MODAL DAN
Bangunan Lainnya yang serta memperkuat berbasis smart city PELAYANAN

Dipelihara/Direhabilitasi

pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

2. Peningkatan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
berbasis smart city

TERPADU SATU
PINTU
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE SRING RO E A KEGIATAN / SUB PERIODE K AA TARGET RENJA (S0 LIOLS DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2. 2.18.02 PROGRAM Jumlah nilai investasi 320000000 | 444800000 34.607.000,00 34.607.000,00 31.893.000,00 15.393.000,00 50.000.000,00
PENGEMBANGAN IKLIM (PMDN/PMA) 0 Rupiah 0000
PENANAMAN MODAL Rupiah
2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Jumlah potensi investasi 174 174 34.607.000,00 34.607.000,00 31.893.000,00 -2.714.000,00 Melanjutkan hilirisasi | 2. Peningkatan tata Masyarakat 50.000.000,00 | DINAS
Investasi Kabupaten/Kota yang diterbitkan Dokumen Dokumen dan kelola pemerintahan PENANAMAN
mengembangkan dan pelayanan publik MODAL DAN
industri berbasis berbasis smart city PELAYANAN
sumber daya alam 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
untuk meningkatkan | kelola pemerintahan PINTU
nilai tambah di dalam | dan pelayanan publik
negeri. berbasis smart city
2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Peta 174 174 34.607.000,00 34.607.000,00 31.893.000,00 -2.714.000,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Melanjutkan hilirisasi | 2. Peningkatan tata 50.000.000,00 | DINAS
Potensi Investasi Dokumen Dokumen Demak, Bintoro UMUM (DAU) dan kelola pemerintahan PENANAMAN
Kabupaten/Kota mengembangkan dan pelayanan publik MODAL DAN
industri berbasis berbasis smart city PELAYANAN
sumber daya alam 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
untuk meningkatkan | kelola pemerintahan PINTU
nilai tambah di dalam | dan pelayanan publik
negeri. berbasis smart city
3. 2.18.03 PROGRAM PROMOSI Rasio promosi terhadap 0,17 Angka | 0,12 Angka 74.043.000,00 56.573.000,00 49.173.000,00 125.957.000,00 200.000.000,00
PENANAMAN MODAL jumlah investor
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi "Jumlah laporan 3 Laporan 3 Laporan 74.043.000,00 56.573.000,00 49.173.000,00 -24.870.000,00 Melanjutkan hilirisasi | 2. Peningkatan tata Masyarakat 200.000.000,00 | DINAS
Penanaman Modal yang penyelenggaraan promosi dan kelola pemerintahan PENANAMAN
Menjadi Kewenangan penanaman modal yang mengembangkan dan pelayanan publik MODAL DAN
Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan" industri berbasis berbasis smart city PELAYANAN
sumber daya alam 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
untuk meningkatkan | kelola pemerintahan PINTU
nilai tambah di dalam | dan pelayanan publik
negeri. berbasis smart city
2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen | 3 Dokumen 74.043.000,00 56.573.000,00 49.173.000,00 -24.870.000,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Melanjutkan hilirisasi | 2. Peningkatan tata 200.000.000,00 | DINAS
Kegiatan Promosi Demak, Bintoro UMUM (DAU) dan kelola pemerintahan PENANAMAN
Penanaman Modal mengembangkan dan pelayanan publik MODAL DAN
Kabupaten/Kota industri berbasis berbasis smart city PELAYANAN
sumber daya alam 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
untuk meningkatkan | kelola pemerintahan PINTU
nilai tambah di dalam | dan pelayanan publik
negeri. berbasis smart city
4. 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN Jumlah perizinan yang 6850 6850 125.104.608,00 125.104.608,00 79.131.554,00 364.895.392,00 490.000.000,00
PENANAMAN MODAL dikeluarkan sesuai Ketetapan | Ketetapan
standar
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Jumlah ketetapan perizinan 6850 6850 125.104.608,00 125.104.608,00 79.131.554,00 -45.973.054,00 Melanjutkan hilirisasi | 2. Peningkatan tata Masyarakat 490.000.000,00 | DINAS
Non Perizinan Secara dan non perizinan bidang ketetapan ketetapan dan kelola pemerintahan PENANAMAN
Terpadu Satu Pintu dibidang | penanaman modal yang mengembangkan dan pelayanan publik MODAL DAN
Penanaman Modal yang ditangani sesuai standar industri berbasis berbasis smart city PELAYANAN
Menjadi Kewenangan sumber daya alam 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
Daerah Kabupaten/ Kota untuk meningkatkan | kelola pemerintahan PINTU
nilai tambah di dalam | dan pelayanan publik
negeri. berbasis smart city
2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Jumlah Pelaku Usaha yang 6850 6850 90.158.608,00 90.158.608,00 56.135.554,00 -34.023.054,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Melanjutkan hilirisasi | 2. Peningkatan tata 350.000.000,00 | DINAS
Mendapatkan Pelayanan Pelaku Pelaku Demak, Bintoro UMUM (DAU) dan kelola pemerintahan PENANAMAN
Perizinan Berusaha melalui Usaha Usaha mengembangkan dan pelayanan publik MODAL DAN
Sistem Perizinan Berusaha industri berbasis berbasis smart city PELAYANAN
Berbasis Risiko Terintegrasi sumber daya alam 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
secara Elektronik untuk meningkatkan | kelola pemerintahan PINTU
nilai tambah di dalam | dan pelayanan publik
negeri. berbasis smart city
2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
Jumlah Pelaku usaha yang 5 Pelaku 5 Pelaku 22.157.000,00 22.157.000,00 15.832.000,00 -6.325.000,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Melanjutkan hilirisasi | 2. Peningkatan tata 50.000.000,00 | DINAS
Memperoleh Layanan Usaha Usaha Demak, Bintoro UMUM (DAU) dan kelola pemerintahan PENANAMAN
Konsultasi Perizinan mengembangkan dan pelayanan publik MODAL DAN
Berusaha melalui Sistem industri berbasis berbasis smart city PELAYANAN
Perizinan Berusaha Berbasis sumber daya alam 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
Risiko Terintegrasi secara untuk meningkatkan | kelola pemerintahan PINTU
Elektronik nilai tambah di dalam | dan pelayanan publik
negeri. berbasis smart city
2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
Jumlah Kegiatan Usaha yang 40 40 12.789.000,00 12.789.000,00 7.164.000,00 -5.625.000,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Melanjutkan hilirisasi | 2. Peningkatan tata 90.000.000,00 | DINAS
mendapat pemantauan, Kegiatan Kegiatan Demak, Bintoro UMUM (DAU) dan kelola pemerintahan PENANAMAN
analisis, evaluasi, dan Usaha Usaha mengembangkan dan pelayanan publik MODAL DAN
pelaporan di bidang perizinan industri berbasis berbasis smart city PELAYANAN
berusaha berbasis risiko sumber daya alam 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
Lintas Daerah untuk meningkatkan | kelola pemerintahan PINTU
Kabupaten/Kota bagi nilai tambah di dalam | dan pelayanan publik
Kegiatan Usaha Dari Pelaku negeri. berbasis smart city
Usaha
5. 2.18.05 PROGRAM Jumlah investor 1760 Proye | 2550 Proye 621.385.500,00 54.972.500,00 34.630.500,00 -106.385.500,00 515.000.000,00
PENGENDALIAN (PMDN/PMA) k/investor | k/investor
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan "Persentase perusahaan 10 % 10 % 621.385.500,00 54.972.500,00 34.630.500,00 -586.755.000,00 Melanjutkan hilirisasi | 2. Peningkatan tata Masyarakat 515.000.000,00 | DINAS
Penanaman Modal yang yang telah dilakukan dan kelola pemerintahan PENANAMAN
Menjadi Kewenangan Pengendalian Pelaksanaan mengembangkan dan pelayanan publik MODAL DAN
Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal" industri berbasis berbasis smart city PELAYANAN
Prosentase perusahaan sumber daya alam 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
yang telah dilakukan untuk meningkatkan | kelola pemerintahan PINTU
Pengendalian Pelaksanaan nilai tambah di dalam | dan pelayanan publik
Penanaman Modal negeri. berbasis smart city
2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
Jumlah Penyelesaian 50 10 92.062.000,00 4.440.000,00 1.590.000,00 -90.472.000,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Melanjutkan hilirisasi | 2. Peningkatan tata 85.000.000,00 [ DINAS
Permasalahan dan Kegiatan Kegiatan Demak, Bintoro UMUM (DAU) dan kelola pemerintahan PENANAMAN
Hambatan yang dihadapi Usaha. Usaha. mengembangkan dan pelayanan publik MODAL DAN
Pelaku Usaha dalam industri berbasis berbasis smart city PELAYANAN
merealisasikan Kegiatan sumber daya alam 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
Usahanya untuk meningkatkan | kelola pemerintahan PINTU
nilai tambah di dalam | dan pelayanan publik
negeri. berbasis smart city
2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
Jumlah Pelaku Usaha yang 200 Pelaku | 50 Pelaku 330.011.500,00 24.320.500,00 16.920.500,00 -313.091.000,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Melanjutkan hilirisasi | 2. Peningkatan tata 270.000.000,00 | DINAS
Mengikuti Bimbingan Teknis/ Usaha Usaha Demak, Bintoro UMUM (DAU) dan kelola pemerintahan PENANAMAN
Sosialisasi Implementasi mengembangkan dan pelayanan publik MODAL DAN
Perizinan Berusaha Berbasis industri berbasis berbasis smart city PELAYANAN
Risiko dan Pengawasan sumber daya alam 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
Perizinan Berusaha Berbasis untuk meningkatkan | kelola pemerintahan PINTU
Risiko nilai tambah di dalam | dan pelayanan publik
negeri. berbasis smart city
2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

Elektronik yang Diolah, Dikaji
dan Dimanfaatkan

sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

2. Peningkatan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
berbasis smart city

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR SAN § PIRGEIRAN KEGIATAN / SUB PERIODE Gl TARGET RENJA NEROIEOLS D
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Kegiatan Usaha dari 50 50 199.312.000,00 26.212.000,00 16.120.000,00 -183.192.000,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Melanjutkan hilirisasi | 2. Peningkatan tata 160.000.000,00 [ DINAS
Pelaku Usaha yang Telah Kegiatan Kegiatan Demak, Bintoro UMUM (DAU) dan kelola pemerintahan PENANAMAN
Dianalisa dan Diverifikasi Usaha Usaha mengembangkan dan pelayanan publik MODAL DAN
Data, Profil dan Informasi industri berbasis berbasis smart city PELAYANAN
Kegiatan Usaha dari Pelaku sumber daya alam 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
Dllakukan Inspeksi Lapangan untuk meningkatkan | kelola pemerintahan PINTU
; serta Dllakukan Evaluasi nilai tambah di dalam | dan pelayanan publik
Penilaian Kepatuhan negeri. berbasis smart city
Pelaksanaan Perizinan
Berusaha
6. 2.18.06 PROGRAM Jumlah informasi 300 Data 325 Data 78.480.000,00 78.480.000,00 71.016.000,00 171.520.000,00 250.000.000,00
PENGELOLAAN DATA DAN | penanaman modal yang
SISTEM INFORMASI ditampilkan dalam media
PENANAMAN MODAL sosial
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Jum lah data dan 102 data 102 data 78.480.000,00 78.480.000,00 71.016.000,00 -7.464.000,00 Melanjutkan hilirisasi | 2. Peningkatan tata Masyarakat 250.000.000,00 | DINAS
Informasi Perizinan dan Non | inform asi perizinan dan dan kelola pemerintahan PENANAMAN
Perizinan yang Terintegrasi non perizinan mengembangkan dan pelayanan publik MODAL DAN
pada Tingkat Daerah kabupaten/kota yang industri berbasis berbasis smart city PELAYANAN
Kabupaten/Kota tersedia sumber daya alam 2. Peningkatan tata TERPADU SATU
untuk meningkatkan | kelola pemerintahan PINTU
nilai tambah di dalam | dan pelayanan publik
negeri. berbasis smart city
2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Jumlah Data dan Informasi 102 102 78.480.000,00 78.480.000,00 71.016.000,00 -7.464.000,00 | Kab. Demak, DANA ALOKASI | Melanjutkan hilirisasi | 2. Peningkatan tata 250.000.000,00 | DINAS
Perizinan Berbasis Sistem Dokumen Dokumen Demak, Bintoro UMUM (DAU) dan kelola pemerintahan PENANAMAN
Pelayanan Perizinan mengembangkan dan pelayanan publik MODAL DAN
Berusaha Terintegrasi secara industri berbasis berbasis smart city PELAYANAN

TERPADU SATU
PINTU

JUMLAH

6.527.090.200,00

6.367.373.200,00

6.251.916.371,00

98.814.257.813,34

7.125.832.814,00
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